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Abstrak

Pertanian merupakan tulang punggung masyarakat pedesaan, ketahanan pangan menjadi perhatian
penting dalam pembangunan pedesaan. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), studi ini mengkaji
ketahanan pangan di Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, dengan menggunakan strategi
pemberdayaan kelompok tani. Studi ini berfokus pada indikator ketahanan pangan seperti ketersediaan
dan akses pangan serta manfaat langsung dan tidak langsung. Metode kualitatif deskriptif digunakan,
dan informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala desa,
perangkat desa, serta pimpinan dan anggota kelompok tani. Temuan menunjukkan bahwa organisasi
petani telah membantu meningkatkan ketersediaan input pertanian seperti peralatan, pupuk, dan benih.
Namun, masih ada kendala berupa tidak adanya regulasi tertulis, lemahnya koordinasi dan pengawasan,
keterlambatan distribusi pupuk, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan edukasi gizi. Keterlambatan
distribusi pupuk berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Dampak
tidak langsung berupa perubahan pola pikir petani dan semangat kemandirian mulai tumbuh meski
belum merata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi desa yang jelas dan sistematis, penguatan
kelembagaan kelompok tani, serta perbaikan mekanisme distribusi bantuan pertanian demi mendukung
ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pupuk Bersubsidl, Kebjjakan Desa.
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Abstract

Agriculture is the backbone of rural communities, and food security is a crucial concern in rural
development. According to Maxwell and Frankenberger (1992), this study examines food security in
Siharjulu Village, Lintongnihuta District, using a farmer group empowerment strategy. The study focuses
on food security indicators such as food availability and access, as well as direct and indirect benefits. A
descriptive qualitative method was used, and information was collected through observation, interviews,
and documentation with village heads, village officials, and farmer group leaders and members. Findings
indicate that farmer organizations have helped increase the availability of agricultural inputs such as
equipment, fertilizer, and seeds. However, obstacles remain, including the lack of written regulations,
weak coordination and oversight, delays in fertilizer distribution, and a lack of storage facilities and
nutrition education. Delays in fertilizer distribution directly impact agricultural productivity and farmer
incomes. Indirect impacts include changes in farmers' mindsets and a growing sense of independence,
although not yet evenly distributed. Therefore, clear and systematic village regulations, strengthening
farmer group institutions, and improving agricultural aid distribution mechanisms are needed to support
sustainable food security.

Keywords: Food Security, Empowerment, Farmer Groups, Subsidized Fertilizer, Village Policy.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu perhatian utama bagi pembangunan
nasional dan internasional. Ketahanan pangan, menurut FAO, tercapai ketika setiap orang
memiliki akses terhadap pangan yang sehat dan berkelanjutan. Di Indonesia, sektor
pertanian berperan penting sebagai penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi
nasional. Selain menyediakan bahan pangan, sektor ini menciptakan lapangan kerja dan
memperkuat ekonomi wilayah (Salasa, 2021). Karena itu, penguatan sektor pertanian
menjadi prioritas dalam mewujudkan kemandirian pangan. Tantangan yang dihadapi
mencakup produktivitas, distribusi hasil, dan kapasitas petani yang masih rendah, sehingga
diperlukan pembinaan dan kelembagaan pertanian yang kuat dan berkelanjutan di tingkat
akar rumput.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembinaan kelembagaan petani melalui
kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33
Tahun 2016 menegaskan pentingnya kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan,
dan pelatihan kelembagaan. Regulasi ini menunjukkan bahwa kelompok tani memerlukan
dukungan sistematis agar mampu berkembang mandiri. Kelembagaan petani berfungsi

sebagai penguat koordinasi antarpetani serta wahana pembelajaran yang mendorong
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inovasi dan efisiensi. Pembinaan kelembagaan yang efektif menjadi pondasi untuk
menciptakan sistem pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan petani
menghadapi dinamika ekonomi dan lingkungan yang terus berubah.

Kelompok tani memegang peran penting dalam pembangunan pertanian
berkelanjutan. Peraturan Menteri No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 menyatakan bahwa
kelompok tani berfungsi sebagai unit produksi, wadah pembelajaran, dan wadah kolaborasi.
Melalui kelompok tani, petani dapat mengakses sumber daya, bertukar informasi, dan
meningkatkan posisi tawar mereka di pasar (Virianita, Soedewo & Fatchiya, 2019).
Keberhasilan kelompok tani sangat bergantung pada penyuluhan, pendampingan, serta
dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan manajemen kelompok yang
baik, petani dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga, dan
tantangan produksi.

Kebijakan publik berperan sebagai instrumen strategis dalam penguatan kelompok
tani dan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
menegaskan pentingnya penyelenggaraan pangan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan terpadu untuk menjamin ketersediaan serta akses masyarakat terhadap
pangan bergizi. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang berpihak pada petani kecil
dan menjamin stabilitas pasokan pangan nasional. Dengan demikian, ketahanan pangan
tidak hanya mencakup ketersediaan, tetapi juga pemerataan distribusi dan peningkatan
kualitas konsumsi masyarakat secara berkelanjutan (Saheb, Slamet & Zuber, 2018).

Visi Badan Pangan Nasional menekankan “Ketahanan Pangan Nasional berbasis
kedaulatan dan kemandirian yang tangguh dan berkelanjutan.” Visi ini menggambarkan
pentingnya kemandirian pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan kuantitatif, tetapi
juga memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkannya, misi
nasional meliputi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, stabilisasi harga,
keamanan pangan, serta peningkatan konsumsi gizi seimbang berbasis potensi lokal. Prinsip
gotong royong dan pemberdayaan komunitas menjadi fondasi utama dalam membangun
sistem pangan nasional yang tangguh menghadapi tantangan global.

Peran petani di pedesaan menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang
berkelanjutan. Pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tugas pembinaan, pengembangan, serta
pengawasan sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan.

Dinas pertanian bertanggung jawab dalam mengoordinasikan ketersediaan, distribusi,

Copyright @ Mawar Natal Lumbantoruan, R. Sally Marisa Sihombing



konsumsi, dan keamanan pangan. Keterlibatan aktif petani melalui kelompok tani menjadi
strategi penting dalam mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas.
Kebijakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa.

Data BPS Sumatera Utara (2024) mencatat tenaga kerja di sektor pertanian mencapai
7,59 juta orang, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan
besarnya potensi dan peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah. Namun,
peningkatan kuantitas tenaga kerja belum sejalan dengan peningkatan produktivitas. Oleh
karena itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, perlu diperkuat agar mereka
mampu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan pendapatan. Pemberdayaan
menjadi sarana peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mandiri dalam
mengelola potensi pertanian yang dimiliki.

Produksi padi Indonesia pada 2020 mencapai 54,65 juta ton dengan luas tanam 10,66
juta hektar. Angka ini menunjukkan dominasi subsektor tanaman pangan sebagai penopang
ketahanan pangan nasional. Di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Humbang
Hasundutan, program lumbung pangan dikembangkan dengan fokus pada sektor
hortikultura dan tanaman pangan. Program ini berdampak positif terhadap produksi dan
kesejahteraan petani. Melalui partisipasi kelompok tani, lahan masyarakat dapat
dimanfaatkan secara produktif sehingga mengurangi urbanisasi tenaga kerja ke luar daerah.
Penguatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan kapasitas lokal.

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki luas lahan 251.765,93 hektar dan dikenal
sebagai wilayah pertanian potensial (BPS, 2020). Kecamatan Lintongnihuta menjadi salah
satu sentra produksi dengan komoditas unggulan seperti kopi, padi, dan jagung. Dengan
luas lahan pertanian 3.140 hektar dan produksi mencapai 20,07 ton, potensi pertanian
wilayah ini memerlukan pengelolaan yang efisien. Optimalisasi lahan serta peningkatan
kapasitas kelompok tani menjadi faktor utama dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.
Potensi besar ini membutuhkan dukungan kelembagaan dan infrastruktur pertanian yang
memadai.

Desa Siharjulu di Kecamatan Lintongnihuta mayoritas penduduknya berprofesi
sebagai petani. Pemerintah desa telah mendorong pembentukan kelompok tani sebagai
wadah pemberdayaan. Namun, kondisi ketahanan pangan masyarakat belum stabil karena
masih ada warga yang kekurangan asupan gizi. Hal ini menunjukkan lemahnya akses
terhadap pangan bergizi dan distribusi yang belum merata. Kekurangan gizi berdampak

pada kualitas hidup, terutama bagi anak-anak dan lansia. Untuk itu, kelompok tani berperan
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penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui program bantuan seperti
bibit, pupuk, dan pelatihan pertanian.

Kendala utama dalam pemberdayaan petani di Desa Siharjulu terletak pada distribusi
pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu, terutama pupuk NPK untuk padi dan TSP untuk
jagung. Keterlambatan distribusi menghambat produksi, menurunkan hasil panen, dan
melemahkan daya beli petani. Menurut teori Maxwell dan Frankenberger, kondisi ini
mencerminkan lemahnya aspek proses dalam ketahanan pangan, khususnya pada produksi
dan akses sumber daya. Dampaknya meluas ke aspek gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, diperlukan sistem distribusi pupuk yang lebih efisien dan transparan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 menegaskan pentingnya
pemberdayaan kelompok tani agar lebih efektif dalam mengelola usaha tani. Meskipun
program tersebut telah diterapkan di Desa Siharjulu, implementasinya terhambat oleh
mekanisme distribusi pupuk yang belum optimal. Petani kehilangan semangat dan
produktivitas akibat ketidaktepatan waktu distribusi. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan pengawasan
yang lebih ketat agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar menjangkau petani sesuai
kebutuhan musim tanam.

Implementasi Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2022 masih
menghadapi tantangan, terutama pada koordinasi dan efektivitas distribusi sarana produksi.
Ketidakterpaduan antarinstansi menyebabkan program ketahanan pangan tidak berjalan
optimal. Evaluasi mekanisme distribusi pupuk menjadi langkah penting untuk memastikan
kebijakan daerah mendukung kesejahteraan petani. Permasalahan ini memungkinkan
dilakukannya penelitian lebih mendalam terhadap unsur-unsur yang menyebabkan
penurunan hasil pertanian akibat distribusi pupuk yang tidak efektif di tingkat desa.

Penelitian terdahulu oleh Sjoraida et al. (2024) dan Aisti et al. (2021) menyoroti
pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui
inovasi seperti hidroponik dan kolaborasi lintas sektor. Aman Sandro Sarumpaet (2024)
menekankan peran pemerintah desa dalam mendukung kelompok tani. Namun, penelitian-
penelitian tersebut belum menyoroti persoalan keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi
sebagai variabel penting dalam produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penelitian baru ini
mencoba menutup kesenjangan tersebut melalui analisis lebih spesifik di tingkat lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap distribusi pupuk bersubsidi

sebagai elemen krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan desa. Keterlambatan dan
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ketidaktepatan distribusi pupuk terbukti berdampak pada produktivitas, ketersediaan
pangan, serta konsumsi rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menelaah hubungan antara
sistem distribusi pupuk dan pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan ketahanan
pangan di Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan.
Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan ketahanan

pangan yang lebih efektif dan berpihak pada petani kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dengan
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan
penelitian yang telah dipilih sebelumnya. Creswell (dalam Sulistyawati 2023:27)
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang menyelidiki dan memahami
signifikansi suatu fenomena melalui upaya-upaya signifikan, termasuk pertanyaan,
prosedur, pengumpulan data tertentu dari partisipan, dan analisis data deskriptif. Lebih
lanjut, penelitian kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam hal penciptaan langkah-
langkah internal dengan konsepsi yang valid, menurut Bennet & Elman (dalam Sahir, Hafni
2022:41). Berdasarkan pertimbangan profesional, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa
penelitian kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan untuk
menggambarkan fenomena yang dihadapi partisipan penelitian. Desa Siharjulu, Kecamatan
Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena
memiliki potensi pertanian yang perlu dimaksimalkan dan menunjukkan kreativitas dalam
memberdayakan organisasi petani.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sugiyono
(2015:156) mendefinisikan sumber data sekunder sebagai informasi yang dikumpulkan dari
dokumen, laporan, catatan, dan tinjauan pustaka, sedangkan sumber data primer adalah
informasi yang dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara dan observasi
lapangan. Tiga pendekatan digunakan untuk memperoleh data: dokumentasi, observasi,
dan wawancara. Untuk mengidentifikasi fenomena yang sebenarnya, wawancara
terorganisir dengan narasumber yang berkualifikasi dilakukan. Dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan dokumen dan catatan yang relevan untuk mendukung temuan
wawancara dan observasi, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara dekat

kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin
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tentang topik yang diteliti, informan penelitian dipilih dengan menggunakan kriteria
tertentu.

Teknik analisis data deskriptif terdiri dari tiga langkah: reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan (Monleong dalam Sulistyawati dkk., 2023:28). Untuk mencapai
hasil yang meyakinkan, reduksi data melibatkan pemilihan data penting yang sejalan
dengan tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk tabel atau penjelasan singkat, dan
penarikan kesimpulan secara bertahap. Triangulasi sumber dan triangulasi teknis digunakan
untuk menilai keabsahan data (Sugiyono, 2015:269). Triangulasi teknis melibatkan
perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber
melibatkan verifikasi kesesuaian data dari berbagai sumber. Untuk menjamin keakuratan

data, peneliti melakukan wawancara tambahan jika ditemukan perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Hukum dan Implementasinya dalam Ketahanan Pangan

Komponen kunci dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan adalah kerangka
hukum. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/SM.050/12/2016, yang mendukung
peraturan nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
menekankan pengelolaan pangan yang terpadu dan berkelanjutan, memperkuat peran
kelompok tani sebagai wadah pembelajaran, wadah kolaborasi, dan unit produksi.

Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2022
mengatur tanggung jawab dinas pertanian dalam pembangunan dan pembinaan sektor
pertanian serta ketahanan pangan. Namun, implementasi di Desa Siharjulu masih bersifat
informal karena belum memiliki regulasi tertulis. Kepala Desa Siharjulu, Bapak Lamparis
Lumbantoruan, menjelaskan bahwa aturan biasanya hanya disepakati dalam rapat atau
kumpul kelompok tani tanpa dituangkan secara resmi, namun tetap dijalankan bersama
masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik lokal, di
mana pelaksanaan program ketahanan pangan lebih mengandalkan kesepakatan sosial
berbasis nilai-nilai lokal. Sekretaris Desa Siharjulu, Bapak Tumbur Sihombing, juga
menegaskan bahwa kebijakan biasanya dibicarakan dalam rapat tanpa dituangkan dalam
dokumen tertulis. Kurangnya regulasi desa menyebabkan lemahnya pengawasan dan
mekanisme distribusi  pupuk. Anggota kelompok tani, Bapak Nasib Sihombing,

mengeluhkan ketidakjelasan mekanisme pelaporan jika terjadi keterlambatan pupuk.
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Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan dokumen kelembagaan yang sesuai standar
pembinaan.

Ketua kelompok tani, Bapak Barli Sihombing, menambahkan bahwa pembagian pupuk
sering tidak tertib karena tidak ada mekanisme pengecekan langsung terhadap penerima.
Akibatnya, proses distribusi bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran dan menghambat
efektivitas program ketahanan pangan. Analisis menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan
regulasi dan minimnya pemahaman kelompok tani terhadap prosedur distribusi
menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pangan di desa. Diperlukan penguatan
regulasi lokal dan sistem pengawasan transparan agar pelaksanaan program ketahanan
pangan dapat berjalan berkelanjutan, sesuai teori Maxwell dan Frankenberger (1992).

Ketimpangan antara regulasi formal dan praktik lokal pemberdayaan kelompok tani
melalui upaya peningkatan ketahanan pangan menunjukkan bahwa kerangka hukum
seharusnya berfungsi sebagai fondasi keberlanjutan, pemerataan akses, serta pengawasan
terhadap program. Namun, di Desa Siharjulu terlihat jurang antara regulasi formal tingkat
nasional dan daerah dengan praktik informal desa. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan menegaskan tanggung jawab negara menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam. Peraturan
Menteri Pertanian dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan memberi panduan
operasional tentang bantuan sarana produksi, kelompok tani, dan alokasi pupuk bersubsidi.

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Siharjulu, regulasi ini belum sepenuhnya
diwujudkan dalam bentuk konkret seperti Perdes atau SOP tertulis. Pengambilan keputusan
tentang distribusi pupuk, alat, dan jadwal penggunaan alat pertanian dilakukan melalui
musyawarah tanpa dasar hukum tertulis. Budaya gotong royong mencerminkan nilai lokal,
namun sekaligus menunjukkan lemahnya perlindungan hak petani, transparansi distribusi,
dan kejelasan peran. Tanpa sistem tertulis, akuntabilitas menjadi lemah; konflik alat atau
pupuk tidak memiliki acuan hukum lokal. Meski pendekatan informal memberi fleksibilitas,
integrasi regulasi formal dengan nilai lokal tetap dibutuhkan melalui Perdes berbasis
partisipasi agar pemberdayaan menjadi bagian dari sistem ketahanan pangan
berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Siharjulu yang
menyatakan tidak adanya regulasi khusus di tingkat desa mengenai ketahanan pangan
maupun pemberdayaan kelompok tani. Kebijakan yang digunakan masih bersumber dari

nasional dan kabupaten seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan
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Bupati Humbang Hasundutan No. 11 Tahun 2022. Ketidakhadiran aturan tertulis membuat
pelaksanaan program pertanian dilakukan secara informal, informasi disampaikan secara
lisan melalui musyawarah, tanpa prosedur formal yang menjamin akuntabilitas

kelembagaan desa.

Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kelompok tani berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga
petani. Selain sebagai pelaku produksi, kelompok tani berfungsi sebagai fasilitator
peningkatan kapasitas, penyedia sarana, dan mitra pemerintah desa. Pemerintah Desa
Siharjulu secara aktif melaksanakan pelatihan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
empat kali setahun untuk meningkatkan keterampilan petani. Pelatihan tersebut
meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi perubahan iklim dan kondisi lahan
yang tidak stabil, sehingga produktivitas dan stabilitas pangan meningkat. Kepala Desa
Siharjulu, Bapak Lamparis Lumbantoruan, menyampaikan bahwa pemerintah desa juga
menyediakan alat pertanian modern seperti multivator, pompa air, dan jetor untuk
mendukung efisiensi pengolahan lahan.

Ketua kelompok tani, Bapak Barli Sihombing, menguatkan bahwa alat-alat tersebut
membantu mempercepat pekerjaan di sawah dan menekan biaya produksi. Penggunaan
alat secara bergilir menunjukkan adanya koordinasi internal yang baik dalam kelompok tani,
memperkuat indikator proses ketahanan pangan menurut Maxwell dan Frankenberger
(1992), terutama pada aspek ketersediaan dan akses terhadap sarana produksi. Dengan
pengelolaan kolektif dan distribusi yang adil, rumah tangga petani dapat menjaga stabilitas
produksi pangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran kelompok tani tidak hanya ekonomi,
tetapi juga sosial dalam menjaga keadilan distribusi sumber daya pertanian dan
memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Kelompok tani di Desa Siharjulu memiliki peran penting dalam membangun
ketahanan pangan lokal. Mereka bukan sekadar pelaksana teknis atau penerima bantuan,
tetapi aktor kunci dalam mendukung ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi
anggota serta masyarakat desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok tani
berfungsi sebagai ruang belajar bersama untuk mengelola sumber daya pertanian,
meningkatkan produksi, dan mengembangkan strategi pemasaran hasil panen agar petani
memperoleh nilai jual lebih baik, sesuai teori ketahanan pangan Maxwell & Frankenberger
(1992).
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Pemberdayaan kelompok tani terlihat melalui tiga aspek utama: pertama, transfer
pengetahuan melalui pelatihan dan bimbingan dari pemerintah desa serta PPL; kedua,
penyediaan sarana produksi seperti traktor, pompa air, dan jetor yang memperkuat
kapasitas produksi; ketiga, kemandirian pengelolaan dalam menentukan jadwal
penggunaan alat dan penyelesaian konflik internal. Ketiga aspek ini memperkuat dimensi
akses dan stabilitas pangan karena produksi menjadi efisien dan berkelanjutan. Namun,
kelompok tani masih menghadapi tantangan kelembagaan berupa lemahnya struktur
organisasi dan dokumentasi kegiatan. Hal ini membatasi akses mereka terhadap program
lebih besar. Dalam perspektif Maxwell & Frankenberger, kelompok tani menjadi jembatan
antara kebijakan makro dan realitas mikro, tidak hanya berperan dalam produksi pangan,

tetapi juga dalam adaptasi sosial terhadap perubahan iklim dan ekonomi.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan

Ketahanan pangan rumah tangga sangat bergantung pada dua dimensi utama:
ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Meskipun Desa Siharjulu memiliki potensi pertanian,
tidak semua rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Salah satu anggota
kelompok tani, Bapak Jappis Sinambela, mengungkapkan bahwa keterbatasan pendapatan
dan jumlah tanggungan menyebabkan kebutuhan makan keluarga belum terpenuhi.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan pangan di tingkat desa tidak
otomatis menjamin ketercukupan pangan rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi penentu
utama aksesibilitas pangan. Seorang informan menyatakan bahwa penyuluhan gizi tidak
banyak membantu tanpa kemampuan ekonomi untuk membeli bahan pangan bergizi.

Ketersediaan pangan di desa juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi pertanian.
Pemerintah desa memfasilitasi alat seperti multivator dan pompa air yang meningkatkan
hasil panen, sehingga memperkuat akses pangan petani melalui peningkatan pendapatan.
Hubungan antara teknologi pertanian dan akses pangan menunjukkan bahwa peningkatan
produksi tidak hanya meningkatkan ketersediaan, tetapi juga akses ekonomi masyarakat.
Namun, keterbatasan infrastruktur transportasi masih menjadi hambatan dalam distribusi
hasil tani. Sekretaris Desa Siharjulu, Bapak Tumbur Sihombing, menjelaskan bahwa keluarga
yang kesulitan pangan biasanya didata dan dimasukkan ke program bantuan atau
diarahkan bergabung dalam kelompok tani. Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan

seperti lansia juga menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan. Ketua kelompok tani,
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Bapak Barli Sihombing, menyebutkan bahwa bantuan makanan bergizi diberikan secara
tidak rutin kepada lansia, meski belum ada program khusus.

Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi sosial dalam ketahanan pangan masih
bersifat sporadis. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), ketahanan pangan tidak
hanya bergantung pada ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap makanan
bergizi, yang dalam konteks Desa Siharjulu masih belum merata. Pemberdayaan kelompok
tani di Desa Siharjulu berdampak pada meningkatnya ketersediaan pangan lokal. Bantuan
alat modern, bibit unggul, dan pupuk bersubsidi mendorong peningkatan produksi
komoditas seperti kentang, cabai, dan bawang. Namun, peningkatan produksi belum
menjamin pemerataan akses pangan. Ketimpangan masih dialami kelompok tanpa lahan,
lansia, dan petani gurem. Meski ada bantuan sosial, akses ekonomi dan sosial tetap menjadi
kendala. Akses pangan mencakup jarak, jaringan sosial, dan relasi kekuasaan dalam
kelompok; sehingga pangan tersedia tetapi tidak selalu dapat dimanfaatkan secara adil oleh
semua warga.

Menurut Maxwell & Frankenberger (1992), ketahanan pangan bersifat sistemik.
Ketersediaan dan akses harus dibangun bersama melalui kebijakan yang berpihak pada
kelompok rentan. Dari hasil perbandingan indikator teori dengan kondisi lapangan, terlihat
kemajuan signifikan pada dimensi ketersediaan pangan. Namun, akses pangan masih
menjadi tantangan utama. Ketahanan pangan di Desa Siharjulu bersifat parsial kuat dalam
produksi tetapi belum inklusif dalam distribusi. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang
perlu dilakukan meliputi: peningkatan pendataan kelompok rentan, transparansi distribusi
hasil panen, pemberdayaan rumah tangga non-petani melalui program kebun rumah
tangga, serta penyusunan regulasi desa tentang ketahanan pangan.

Dengan demikian, ketahanan pangan di Desa Siharjulu masih dalam tahap
berkembang. Dimensi ketersediaan menunjukkan kemajuan, namun akses belum merata,
terutama bagi kelompok rentan. Ketahanan pangan harus mencakup kemampuan
masyarakat memperoleh dan memanfaatkan pangan secara adil dan berkelanjutan, agar

tidak hanya kuat dalam produksi, tetapi juga dalam pemerataan akses.

Dampak Langsung dan Tidak Langsung
Dampak langsung kegiatan kelompok tani terlihat pada peningkatan produksi
pertanian berkat penggunaan alat seperti multivator, traktor, dan jetor. Mekanisme

pemakaian alat secara bergilir membantu semua anggota, sehingga pengolahan lahan
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menjadi lebih cepat dan hasil panen meningkat. Selain itu, perhatian terhadap lansia melalui
pemberian makanan tambahan seperti susu dan buah-buahan menunjukkan adanya
kepedulian sosial. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya mencakup
ketersediaan hasil panen, tetapi juga pemenuhan gizi kelompok rentan sesuai indikator
dampak langsung Maxwell dan Frankenberger (1992).

Dampak tidak langsung dari kelompok tani terlihat dari perubahan pola pikir dan
kebiasaan petani. Mereka lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi pertanian dan
manajemen sumber daya yang efisien. Bapak Jonta Lumbantoruan menyatakan bahwa
melalui kelompok tani, petani mendapat akses pupuk bersubsidi, bibit, dan alat yang lebih
murah. Perubahan ini menumbuhkan kemandirian dan menurunkan biaya produksi,
sehingga petani dapat mempertahankan produktivitas meskipun kondisi ekonomi sulit.
Anggota lain, Bapak Jappis Sinambela, menegaskan bahwa alat seperti jetor dan alat
semprot membantu meningkatkan efisiensi kerja di ladang.

Dampak tidak langsung lainnya tampak dari kebiasaan menyimpan hasil panen secara
mandiri di rumah, meskipun belum ada fasilitas penyimpanan resmi desa. Hal ini
menunjukkan adanya kesadaran baru untuk mengelola stok pangan sebagai bentuk
antisipasi ketika hasil panen menurun. Dengan demikian, kegiatan kelompok tani di Desa
Siharjulu tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga membentuk pola
kemandirian dan kesadaran pangan jangka panjang yang memperkuat ketahanan pangan
rumah tangga secara berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan alat seperti traktor dan pompa air
memberikan dampak langsung pada efisiensi kerja petani, menurunkan biaya produksi,
serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Petani lebih cepat menyelesaikan
proses tanam-panen dan mampu mengatur pola tanam, menunjukkan bahwa
pemberdayaan tidak hanya pemberian bantuan tetapi juga ruang untuk mengatur sistem
produksi. Dampak tidak langsung terlihat dari meningkatnya kesadaran manajemen pasca
panen. Petani mulai menyimpan hasil panen secara mandiri, berdiskusi tentang harga pasar
dan pupuk, serta menunjukkan solidaritas sosial tinggi. Alat digunakan bergilir tanpa konflik
besar, menunjukkan terbentuknya modal sosial penting bagi ketahanan pangan jangka
panjang.

Berdasarkan indikator dampak langsung dan tidak langsung, sebagian rumah tangga
petani aktif telah mampu memenuhi kebutuhan pangan harian dari hasil panen sendiri.

Namun, rumah tangga tanpa lahan dan keluarga miskin masih menghadapi keterbatasan
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konsumsi dan gizi. Pola makan mereka monoton, dan belum ada intervensi gizi desa.
Sementara itu, kelompok tani yang diberdayakan menunjukkan stabilitas ekonomi lebih baik
karena hasil panen bisa dijual. Namun, rumah tangga di luar kelompok tani tetap rentan
terhadap fluktuasi harga dan gagal panen. Tidak ada sistem penyimpanan pangan atau
asuransi pertanian, membuat ketahanan jangka panjang masih lemah.

Kesimpulannya, Desa Siharjulu mengalami kemajuan dalam aspek produksi dan
konsumsi bagi petani, tetapi ketahanan pangan belum merata. Upaya peningkatan
ketahanan pangan perlu diarahkan pada strategi jangka panjang seperti pembangunan
cadangan pangan desa, edukasi gizi, dan perlindungan petani kecil. Ketahanan pangan
yang tangguh memerlukan keseimbangan antara produksi, pemerataan akses, dan

keberlanjutan sosial ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan
pangan di Desa Siharjulu masih belum menyeluruh. Meskipun terdapat peningkatan
signifikan dalam hal ketersediaan pangan melalui bantuan alat, pupuk subsidi, dan bibit
unggul yang meningkatkan produksi hasil pertanian, capaian tersebut belum diimbangi
dengan pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat desa. Kelompok rentan seperti
lansia, buruh tani, rumah tangga tanpa lahan, dan warga yang tidak tergabung dalam
kelompok tani masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pangan yang
layak dan bergizi. Ketahanan pangan di desa ini masih bersifatvlemah dalam aspek
distribusi, aksesibilitas, serta perlindungan jangka panjang.

Selain itu, kerangka hukum sebagai fondasi penting dalam mengatur dan mengawasi
program ketahanan pangan belum sepenuhnya hadir dalam bentuk kebijakan di tingkat
desa. Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) atau prosedur tertulis menyebabkan
pelaksanaan program berlangsung secara informal, bergantung pada musyawarah dan
kebiasaan lisan, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan
perlindungan hak petani. Di sisi lain, peran kelompok tani sudah cukup terlihat dalam
mendukung ketahanan pangan melalui pengetahuan, pengelolaan sarana produksi, serta
solidaritas sosial. Namun, kapasitas kelembagaan kelompok tani juga perlu diperkuat agar
mereka benar- benar mampu menjadi aktor strategis dalam membangun ketahanan

pangan yang berkelanjutan.
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